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1. Latar Belakang.

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia terdapat pada Alinea ke-4
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
Tahun 1945, yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.'Sebagai
penerapan dari amanat ini, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan
pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat strategis,
yakni pada posisi silang diantara benua Asia dan Australia dan antara
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga memiliki beragam
keunggulan seperti sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi
lain, wilayah Indonesia memiliki potensi yang tinggi terhadap beragam
bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, tanah longsor, angin
puting beliung, musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan dan musim
penghujan yang mengakibatkan banijir.

Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), terdapat 153 kabupaten/kota yang memiliki risiko bencana
tinggi atau ditempati sekitar 60,9 juta jiwa, dan 232 kabupaten/kota berada di
zona dengan risiko bencana tingkat sedang dengan jumlah penduduk sekitar
142,1 juta jiwa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bencana seperti tsunami telah
terjadi sebanyak 173 kejadian mulai tahUn 1629 sampai 2014.2 Sedangkan
pada tahun 2021, data yang dikeluarkan oleh BNPB mulai tanggal 1 Januari
hingga 18 Juni 2021, tercatat 1.441 kali bencana yang terjadi di Indonesia.
Adapun bencana yang paling banyak adalah banjir sebanyak 559 kali,
selanjutnya puting beliung 398 kali, tanah longsor 293 kali dan kebakaran
hutan sebanyak 109 kejadian. Pada tahun 2021, bencana alam yang terjadi
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telah menyebabkan 5,3 juta penduduk mengungsi, 12.800 orang luka-luka,
69 jiwa hilang, dan 493 meninggal dunia. Bencana alam yang terjadi juga
telah mengakibatkan kerusakan pada 135,5 ribu rumah, fasilitas umum 2.900
unit, perkantoran sebanyak 492 unit dan 283 jembatan.?

Salah satu wilayah yang paling banyak terjadi bencana ada di Provinsi
Jawa Barat, seperti yang terjadi pada tanggal 6-7 Februari 2021, tepatnya di
Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Sumedang, dan Kota Bekasi telah
terjadi banjir yang cukup besar dan telah berdampak pada puluhan ribu jiwa.
Dari data yang dikeluarkan oleh BPBD Jawa Barat, kondiéi yang terjadi pada
awal tahun 2020, telah terjadi bencana banjir di 11 Kecamatan Kabupaten
Bekasi, 10 Kecamatan di Kabupaten Karawang, 5 Kecamatan Kota Bekasi, 3
Kecamatan di Kabupaten Subang, dan 1 Kecamatan di Kabupaten
Sumedang.* Bencana banijir yang terjadi di Jawa Barat telah mengakibatkan
kerugian yang sangat besar karena banjir telah merusak berbagai fasilitas
umum, kerusakan rumah keluarga, dan bahkan korban jiwa.

Belum optimalnya pengelolaan bencana alam yang terjadi di Jawa
Barat disebabkan karena kesadaran terhadap penanggulangan bencana
alam yang masih rendah, baik pada saat sebelum terjadi bencana, saat
tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana. Pelaksanaan penanggulangan
bencana selama ini dirasakan masih memiliki kelemahan dan kekurangan,
khususnya dalam melaksanakan regulasi penanggulangan bencana yang
telah disusun, sehingga penerapannya perlu ditinjau kembali, baik pada
masa sebelum bencana, saat tanggap darurat atau saat terjadi bencana dan
setelah terjadi bencana agar terjadi optimalisasi pengelolaan
penanggulangan bencana alam guna mendukung pembangunan nasional.
Salah satu penerapan regulasi yang masih menghadapi kendala adalah
buruknya penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa
Barat yang mengamanatkan bahwa proporsi kawasan lindung sebesar 45 %
dan kawasan budidaya 55 %. Kenyataan di lapangan, penggunaan ruangan
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tidak dapat dikendalikan dengan baik karena terjadi alih fungsi lahan menjadi
perkotaan, pemukiman, dan industri.®

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penanggulangan
bencana alam harus dilakukan secara optimal, baik sebelum bencana
tersebut terjadi, pada saat terjadi bencana, dan setelah bencana. Adapun
kegiatan yang dapat dilakukan pada prabencana, antara lain: perencanaan,
pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
penataan tata ruang, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan.®
Beberapa kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
adalah melakukan kajian cepat atau assessment untuk mengetahui tingkat
kerusakan, jalur evakuasi dan jalur pengiriman logistik ke daerah bencana.
Pada pascabencana, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah
membangun kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan,
perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum, pemulihan psikologis
masyarakat, perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Bencana alam mengakibatkan kerugian yang sangat besar sehingga
dapat mengganggu proses pembangunan daerah dan dapat memperlambat
pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada gilirannya menghambat
pembangunan nasional. Demikian juga dengan pemerintah yang sudah
memiliki perencanaan pembangunan di daerah, pada kondisi tertentu akan
mengalihkan  anggaran program  pembangunan pada  kegiatan
penanggulangan bencana. Program rehabilitasi dan rekonstruksi yang
dilakukan pascabencana juga akan menggunakan anggaran dalam jumlah
yang cukup besar, disesuaikan dengan dampak bencana alam yang terjadi.
Dengan adanya penanggulangan yang sudah terencana dengan baik,
dimulai dari sebelum terjadi bencana, saat bencana dan setelah terjadi
bencana, maka dapat mencegah dan meminimalisasi kerugian yang pada
akhirnya pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat terlaksana
dan pada gilirannya memberi dampak positif terhadap pembangunan
nasional.
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Rumusan Masalah.

Berdasarkan data dan fakta yang diuraikan dalam latar belakang di
atas, maka penanggulangan bencana alam merupakan salah satu wujud
kepedulian dan dukungan pemerintah yang diawali mulai tahap mitigasi
hingga tanggap darurat, serta seluruh instansi terkait harus meningkatkan
koordinasi secara intens guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih
besar. Tindakan penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi berdampak pada pemulihan kondisi masyarakat baik dari sisi
ekonomi, sosial maupun pembangunan di daerah secara keseluruhan yang
pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan nasional secara
agregat. Dari uraian singkat tersebut di atas, maka rumusan masalah
Taskap ini adalah ‘Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan
Penanggulangan Bencana Alam Guna Mendukung Pembangunan
Nasional?”.

Adapun pertanyaan kajian atas dasar rumusan masalah di atas adalah:
a. Bagaimana melakukan penanggulangan bencana alam sebelum terjadi

bencana?

b. Bagaimana melakukan penanggulangan bencana alam pada saat
tanggap darurat?

c. Bagaimana melakukan penanggulangan bencana alam setelah terjadi
bencana?

d. Bagaimana penanggulangan bencana alam dapat mendukung

pembangunan nasional?

Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Penulisan Taskap ini bermaksud untuk memberikan
gambaran secara umum dan menganalisis permasalahan tentang
penanggulangan bencana alam khususnya banjir di Jawa Barat dan
dampaknya bagi pembangunan nasional.

b. Tujuan. Penulisan Taskap ini merupakan sumbangan pemikiran
penulis selama mengikuti pendidikan Program Pendidikan Singkat
Angkatan ke XXIll di Lemhannas yang dapat digunakan para penentu
kebijakan dan pihak-pihak yang memerlukan terkait dengan



penanggulangan bencana alam banjir sehingga dapat berdampak

positif terhadap pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a.

Ruang Lingkup. Penulisan Taskap ini dibatasi pada pengelolaan

penanggulangan bencana banjir di Jawa Barat serta faktor yang

mempengaruhi sehingga dapat menjadi role model dalam
penanggulangan bencana di provinsi lain guna mendukung
pembangunan nasional.

Sistematika. Sistematika penulisan Kertas Karya limiah Perorangan

ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Bab | Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang tentang
penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat, rumusan
masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika,
metode dan pendekatan memecahkan masalah, serta beberapa
daftar pengertian guna menyamakan persepsi sebagai titik tolak
pembahasan Taskap ini.

2) Bab |l Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan
pustaka yang berisi peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penanggulangan bencana alam, data dan fakta, kerangka
teoritis yang digunakan untuk menganalisa, dan perkembangan
lingkungan strategis yang berpengaruh.

3) Bab ini membahas setiap pertanyaan kajian dan menganalisis
data/fakta berdasarkan Teori yang ada di Bab Il dari setiap
pertanyaan kajian sampai menemukan faktor penyebab masalah,
jawaban-jawaban pertanyaan kajian menggunakan pendekatan
sehingga dapat meminimalisasi resiko dan kerugian yang
ditimbulkan oleh bencana alam. Jawaban pertanyaan-pertanyaan
kajian menggunakan pendekatan teori, regulasi yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya sehingga didapatkan hasil
analisis sebagai pemecahan masalah secara holistic,
komprehensif, dan integral.



4) Bab IV Penutup. Bab ini berisi simpulan secara ringkas tentang
temuan dan jawaban pertanyaan-pertanyaan kajian serta
beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi
pimpinan dalam mehgambil kebijakan. Dengan demikian,
penanggulangan bencana alam dapat dilakukan dengan optimal

dan dapat mendukung pembangunan nasional.

Metode dan Pendekatan.

a.

Metode. Penulisan Kertas Karya limiah Perorangan ini menggunakan
metode analisis kualitatif/deskriptif dengan menekankan pengumpulan
data dan fakta, baik data/fakta sekunder maupun data/fakta primer
berdasarkan metode penelitian literatur.

Pendekatan. Penulisan Taskap ini dilakukan dengan pendekatan
ketahanan nasional dalam hal penanggulangan bencana alam dengan
analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan landasan teoritis yang

digunakan.

Pengertian.

Beberapa daftar pengertian untuk menghindari terjadinya perbedaan

penafsiran dapat dilihat pada lampiran 2.






